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Nama Huruf Latin Nama
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث sa s es (dengan titik di  atas)
ج jim j je
ح ha h ha (dengan titk di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ zal z zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
xض dad d de (dengan titik di bawah)
ط ta t te (dengan titik di bawah)
ظ za z zet (dengan titk di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah , apostrop
ي ya y ye
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda(‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah dan ya ai a dan i
Fathah dan wau au a dan u
1. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan
Huruf
Nama Huruf danTanda Nama
Fathah dan alif
atau ya
a a dan garis di
atas





u u dan garis di
atas
2. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta marbutah itu transliterasinya dengan [h].
3. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengansebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i).
4. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
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5. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengahdanakhir kata.Namun, bilah amzahterletak
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa
alif.
6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata,
istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an
(dari al-Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.
7. Lafz al-Jalalah(ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukansebagaimudafi laih (frase nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].
8. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
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nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahuluioleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun





Judul : Persepsi Masyarakat Islam tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah
di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
Skripsi ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Islam tentang Wakalah Wali
dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Wali nikah
merupakan rukun yang harus dipenuhi. Posisi wali dan tertibnya sudah dijelaskan
secara rinci dalam hukum Islam, namun demikan masyarakat tidak memanfaatkan
secara maksimal dalam akad nikah. Praktek seperti ini paling sering terjadi, termasuk
di Kecamatan Salomekko. Wali nasab lebih memilih menyerahkan hak walinya
kepada orang lain walaupun pada dasarnya tidak ada kendala yang menghalanginya.
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan wakalah wali dalam
akad nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, bagaimana pemahaman
masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone tentang wakalah wali
dalam akad nikah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan wakalah
wali dalam akad nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti mengamati
secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat, peneliti mengandalkan uraian
deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari menghimpun
hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Adapun metode pengumpulan
data yaitu: wawancara dan dokumentasi sedangkan metode analisis data yaitu analisis
deskriptif dengan cara menganalisis untuk mendeskripsikan karakteristik dan persepsi
masyarakat setempat mengenai wakalah wali dalam akad nikah.
Hasil dari penelitian ini ,yaitu bahwa praktek wakalah wali dalam akad nikah
pada umumnya diterapkan oleh masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko,
mayoritas masyarakat Kecamatan Salomekko memahami kebolehan wakalah wali
dalam akad nikah, namun pemahaman mereka didasarkan pada kebiasaan dalam
masyarakat. Apa yang diterapkan masyarakat tentang Wakalah wali dalam akad nikah
tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena masih dalam koridor yang
dianjurkan dalam hukum Islam.
Implikasi penelitian dalam skripsi ini adalah melakukan pendekatan kepada
masyarakat yang dimulai dengan menyarankan kepada para Tokoh Agama agar mau
memberikan ceramah atau penyuluhan kepada masyarakat agar dalam memahami dan




A. Latar Belakang Masalah
Keberadaan manusia di muka bumi ini berawal dari diciptakannya Adam
sebagai manusia pertama yang kemudian disusul Hawa sebagai pasangan dari
Adam yang selanjutnya menghasilkan keturunan-keturunan. Manusia pada
hakikatnya melangsungkan kehidupannya dari generasi kegenerasi, maka dengan
hakikat tersebut manusia hidup berpasang pasangan yang kemudian membentuk
sebuah keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga tersebut dalam kenyataannya
merupakan akibat perkawinan yang didasari dengan akad nikah sebagaimana yang
ditetapkan Allah kepada makhluk-Nya.
Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya dan
menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.1
Perkawinan adalah akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai
wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua bela pihak, yang dilakukan oleh
pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk
menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling
membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.2
1Sabri Samin dan Andi Narmaya
Aroeng, fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 2.
2Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial (cet. I; Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h. 214.
2Perkawinan sudah menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan
setiap manusia dan disunnahkan oleh Nabi bagi umat Islam, sehingga manusia
dapat menempatkan dirinya pada proporsi yang dikehendaki oleh Allah untuk
memperoleh ketenangan, kebahagiaan serta kehangatan cinta dan kasih sayang.
Perkawinan yang menduduki posisi penting dalam kehidupan manusia ini telah
diatur dalam agama dan negara itu sendiri termasuk syarat dan rukunnya.
Perkawinan baru dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya
karena keduanya sudah menjadi sesuatu yang harus ada dalam perkawinan baik
dalam hukum Allah maupun hukum negara. Berkaitan dengan rukun dan syarat-
syarat perkawinan, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syarat sahnya perkawinan
adalah sebagai berikut: Pertama, perempuan yang hendak dinikahi adalah yang
halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang bersangkutan. Kedua, adanya para saksi
dalam perkawinan. Ketiga, adanya ijab kabul.
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat
perkawinan, Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan meliputu: calon suami,
calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.
Ada perbedaan pendapat antara pendapat Sayyid Sabiq dengan KHI.
Dalam KHI, wali nikah merupakan rukun perkawinan, sedangkan Sayyid Sabiq
tidak menetapkannya sebagai rukun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa KHI
lebih lengkap dalam menyempurnakan makna perkawinan, sehingga wali nikah
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menjadi sangat penting bagi sahnya sebuah perkawinan, terutama bagi calon
mempelai perempuan.3
Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena
kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.
Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang
lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia
bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas
dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua
pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan
pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.4
Dalam riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan
bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.” (Riwayat Ahmad dan Imam
Empat)
Keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus dipenuhi
beberapa syarat, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak
terdapat halangan perwalian. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai
berikut: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, aqil, dan baligh. Dalam
pelaksanaannya, akad nikah atau ijab  dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh
3Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial, h. 215.
4Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.
4wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh
mempelai laki-laki.5
Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi huruf h dikemukakan,
perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan
sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak
yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau yang masih
hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian wali adalah
orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi
kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang
tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.6
Wali nikah dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang
dua macam wali nikah, pertama, wali nasab, yang terdiri dari empat kelompok
yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari
ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua,
wali hakim, mengenai wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa
momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali
nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (‘adlal)
enggan.7Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:
“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya
batal, dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak
mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka
5Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 65.
6Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 258
7Anonim, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia
(Surabaya: Arkola, t. th) 185-186.
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(para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang
tidak mempunyai wali baginya”.
Kompilasi Hukum Islam telah merinci tentang wali nasab dan wali hakim
dalam pasal 21, 22 dan 23. Yang didalamnya memuat urutan wali nikah mulai
dari ayah sampai garis keturunan ayah yang lain dan menjelaskan pula jika wali-
wali tersebut tidak ada, maka perwalian berpindah kepada wali hakim.
Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang
syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna,
karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya
sendiri.8
Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah ‘alan-nafs, yaitu
perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap urusan yang
berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan
dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak
kepentingannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali
yang lain.9
Banyak riwayat yang mengabsahkan perwakilan wali ini. Dalam satu
riwayat dikisahkan Abbas  ibn Abd al-Muththalib pernah menikahkan saudari
iparnya dengan Rasulullah. Ceritanya, saudari ipar Abbas tersebut bernama
Maimunah binti Harits dan waktu itu sudah hidup menjanda. Nah, karena
8Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001),
h. 345
9Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2005), h. 135-136.
6Maimunah tidak mempunyai wali, maka dia melimpahkan hak wali kepada
Ummu al-Fadhal, istri Abbas. Kemudian Ummu al-Fadhal minta bantuan
suaminya, Abbas, untuk menikahkan Maimunah dengan Rasulullah.10
Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 mengatur tentang kebolehan wali nikah
untuk mewakilkan hak kepada orang lain. Pasal 29 juga memberikan ruang
kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan
dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa
orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya.11
Adapun syarat-syarat sah orang yang ingin menjadi wakil wali menurut
Jumhur Fuqaha, yaitu laki-laki, baligh, merdeka, Islam, berakal (tidak lemah
akalnya) dan ada wakalah atau penyerahan . Mengenai wakalah tidak boleh dibuat
sewaktu membuat orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau
umrah.
Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakala itu dengan
sendirinya sesuai dengan yang ditentukan pada saat membuat wakalah itu karena
orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan lagi terhadap orang lain
kecuali seizin wakil sebelumnya. Wakil wajib melaksanakan wakalah sesuai
dengan apa yang wali sampaikan, artinya wakil tidak boleh keluar dari apa yang
digariskan oleh wali misalnya pihak yang akan dinikahkan sesuai dengan maksud
wali karena itu menetukan sahnya perkawinan.
10Abu Yasid, Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Keluarga
(Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 83.
11Umiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 74.
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Selain perwalian, akad nikah juga sama pentinganya karena merupakan
rukun nikah yang absolut. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung dalam
bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan
qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.12
Para Ulama sepakat bahwa ijab dan qabul sebagai rukun perkawinan.
Begitupun dala hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad
perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia
dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur’an dengan
ungkapan mitsaqan ghalizan yang mana perjanjian itu bukan hanya oleh manusia
namun disaksikan oleh Allah SWT.
Ulama memberikan beberapa persyaratan yang dijadikan patokan untuk
menentukan keabsahan sebuah akad, yaitu:
1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul
2. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si Perempuan
secara lengkap dan mahar yang ditentukan.
3. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus
walaupun sesaat. Ulama Malikiyah membolehkan asal waktunya singkat.
4. Ijab dan kabul tidak boleh membatasi masa perkawinan tersebut, karena
nikah untuk selamanya.
5. Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terang.13
12Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007),h. 61.
13Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, h. 62.
8Dari penjelaan diatas menunjukkan bahwa perkawinan akan kehilangan
keabsahannya jika tidak diikuti dengan shigat akad yang jelas. Akad dalam nikah
pada hakikatnya adalah bentuk perasaan suka sama suka antara dua orang yang
ingin melangsungkan pernikahan. Dan terlebih lagi, Ijab berarti menyerahkan
amanah Allah kepada calon suami dan kabul berarti kerelaan menerima amanah
Allah tersebut.
Dengan melihat uraian diatas dapat dikatakan bahwa wali dan akad dalam
perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan
semaksimal mungkin karena bagaimanapun juga perkawinan merupakan
pengalaman yang begitu berharga dan boleh jadi pengalaman ini hanya satu kali
dalam hayat. Masing-masing manusia memang memiliki penilaian tersendiri
begitupun dalam menilai wali nikah, bisa jadi ada yang begitu bangga jika yang
mengawinkannnya adalah tokoh masyarakat atau seorang kiai yang menjadi
idolanya. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang akan merasa bangga
dan bahagia jika yang mengawinkannya adalah ayahanda tercinta yang bertindak
sebagai walinya sendiri karena beliaulah yang telah mengantarkannya dalam
menikmati kehidupan.
Namun realitas yang terjadi didalam masyarakat muslim memperlihatkan
praktek yang berbeda, vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tidak
dimanfaatkan secara maksimal dalam akad nikah. Diberbagai tempat dan daerah,
termasuk di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone kebiasaan dalam perwalian
ialah hak perwalian orang tua tak jarang menyerahkannya ke pihak KUA padahal
yang berhak untuk menjadi wali masih ada dan tidak uzur untuk menjadi wali,
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bahkan berada di tempat akad nikah saat dilangsungkan akad nikah. Artinya
dalam konteks syar’i maupun sosial tidak ada kendala apapun yang menghalangi
mereka untuk melakukan ijab dalam akad nikah tersebut.
Atas dasar realitas yang terjadi dalam maysrakat tersebut, maka lahirlah
sebuah terminologi wakalah, wakil, atau muwakkil wali dalam pernikahan.
Wakalah itu berarti perlindungan (al hifzh), pencukupan ( al-kifayah), anggungan
(al daman), atau pendelegasian (al tafwidh), yang diartikan juga memberikan
kuasa atau mewakilkan. Demikian pengertian secara etimologinya. Namun
banyak variasi redaksi yang diberikan para Ulama berkaitan dengan wakalah
dalam pandekatan istilahiy atau syar’inya. Salah satu pengertian istilah dari
Sayyid Sabiq, menurutnya wakalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada
orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan14
Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai wakalah wali nikah dalam perspektif sosiologisnya, peneliti ingin
mengetahui persepsi masyarakat terkait perwakilan atau praktek wakalah yang
dilakukan dalam suatu akad nikah, maka dari itu penulis menetapkan sebuah judul
yang akan diteliti yaitu “PERSEPSI MASYARAKAT ISLAM TENTANG
WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH DI KECAMATAN
SALOMEKKO KABUPATEN BONE”.
14Helmi Karim, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 20-21.
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B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana persepsi masyarakat
Islam tentang wakalah wali dalam akad nikah di Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone dan adapun yang menjadi sub masalah yang akan dibahas dalam
penelitian ini yaitu terkait dengan:
1. Bagaimana penerapan wakalah wali dalam akad nikah di Kecamatan
Salomekko Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone tentang wakalah wali dalam akad nikah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan wakalah wali
dalam akad nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelititan
yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk
mempermudah penelitian sebelum melaksanakan observasi. Penelitian ini
dilaksanakan di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone melalui wawancara





Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalah
pahaman maka peneliti memberikan defenisi mengenai pembahasan skripsi ini,
diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu Persepsi
Masyarakat Islam Tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kecamatan
Salomekko Kabupaten Bone).
1. Persepsi dapat berarti   tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu
atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya
jadi istilah persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam
memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan
menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan
dari sumber lain yang (dipersepsi).
2. Wakalah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu
dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti atau
menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar
dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).
3. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki) atau seseorang yang
karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas
nama orang lain.
4. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang
dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada
objeknya atau sesuatu yang menjadi komitmen sesorang untuk dilakukan
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atau komitmen seseorang yang menuntut agar orang lain melakukan
suatu perbuatan tertentu yang dia inginkan.
5. Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum dan ajaran agama.
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan karya Ilmiah dibutuhkan berbagai referensi atau
rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti.
Adapun beberapa referensi yang dapat dijadikan rujukan awal dalam penelitian ini
adalah:.
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan oleh Amir Syarifuddin. Adapun tentang wali yang
dibahas dalam buku ini, yaitu wali dalam perkawinan yang meliputi  pengertian
wali, kedudukan wali, orang-orang yang berhak menjadi wali, syarat-syarat wali
dan urutan hak kewalian.15
Hukum Perdata Islam di Indonesia oleh Ahmad Rofiq. Adapun tentang
wali yang diuraikan dalam buku ini yaitu syarat-syarat perkawinan dalam hal wali
nikah dan nikah dengan wali hakim.16
Fiqh Muamalah oleh H. Hendi Suhendi. Adapun masalah wali yang
dibahas dalam buku ini yaitu perwakilan dalam hal ini pengertian, dasar hukum,
rukun dan syarat al-wakalah.17
15Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007).
16Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
17Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
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Syariah III Muamalah oleh A. Rahman I. Doi. Buku ini membahas tentang
wakalah atau perwakilan yang disebutkan dalam al-Quran dan hal-hal yang
diwajibkan dan dilarang dalam wakalah.18
Penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin pada tahun 2010 yang
berjudul “Pandangan Masyarakat tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah
(Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)”,  adapun kesimpulan
dalam penelitian ini yaitu bahwa Wakalah wali terjadi disemua pernikahan di
Desa Pakukerto. Sebagian besar yang menjadi wali dalam akad nikah adalah
penghulu atau petugas dari KUA, Sebagian lagi Kiai dan tokoh masyarakat
setempat Semua masyarakat Desa Pakukerto setujuh bahwa wali adalah syarat sah
perkawinan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri.
Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu mewakilkan haknya ke
Penghulu atau Tokoh agama setempat. Adapun motovasi mereka melakukan
wakalah wali dalam nikah yaitu, mereka mereka merasa bangga jika Kiai atau
guru dari anak tersebut yang menikahkan putrinya, sudah menjadi budaya
meskipun sebenarnya wali mampu melakukannya dan banyak yang merasa tidak
mampu.19
Antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dan penelitian yang telah
dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin, hampir memiliki titik kesamaan, namun ada
sisi yang membedakan penelitian ini, yaitu mengenai waktu dan lokasi penelitian,
18A. Rahman I. Doi, Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).
19M. Sulthonul Arifin, “Pandangan Masyarakat tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah
Studi di Desa Pakukerto Kec. Sakurejo Kab. Pasuruan skripsi (Malang: Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).
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karena setiap tempat dan waktu tentu akan mengakibatkan perubahan hokum atau
persoalan yang berbeda. Dari penelitian tersebut peneliti akan menambah wacana
baru mengenai wakalah wali dan peneliti juga akan menggambarkan bagaimana
praktek wakalah wali dalam sebuah prosesi akad nikah yang tidak dibahas dalam
penelitian tersebut. Olehnya itu peneliti akan mengembangkan masalah wali nikah
dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
E. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini ialah:
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan wakalah wali dalam akad
nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone
b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Islam di
Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone tentang wakalah wali dalam
akad nikah
c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap




Sebagai pencerahan, wacana dan sumbangan akademik  bagi





Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan
melakukan pernikahan, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan






Al-Wakalah atau al-Wikalah menurut bahasa artinya adalah al-hifdz, al-
Kifayah, al-Dhaman dan al-Tafwidh (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian
mandat).20
Al-Wakalah atau al-Wikalah menurut istilah dalam beberapa kitab adalah
sebagai berikut:
Wakalah adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain
agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidup (yang berwakil)21
Wakalah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan
sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang
itu mengerjakannya semasa hidupnya.22
Wakalah adalah perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh
wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.23
Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah),
tanggungan (al-dhaman), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga
dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.24
Adapun pengertian wakalah menurut istilah, para ulama merumuskan
dengan redaksi yang amat bervariasi. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa
20Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 231.
21Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), h. 320.
22Abu Bakar Muhammad, Fiqh Islam (Surabaya: Karya Abbditama, 1995), h. 163.
23Syaikh Shalih bin AL-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap (Jakarta: Darul Falah, 2005), h.
568.
24Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 20.
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wakalah adalah “akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang
menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf )”.25
Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan
oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.26 senada
dengan rumusan tersebut, ulama malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah
tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan
tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan
dengan pemberian kuasa setelah mati,27 sebab bila dikaitkan dengan tindakan
setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat. Dengan istilah lain, kelompok
Hanafiyah merumuskan bahwa wakalah itu berarti seseorang mempercayakan
orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasharruf pada bidang-bidang tertentu
yang boleh diwakilkan. Ulama Syafi’iah mengatakan bahwa wakalah adalah suatu
ungkapan yang mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh seseorang
kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang dikuasakan atas
nama pemberi kuasa.28
Menurut Idris Ahmad bahwa al-Wakalah ialah, seseorang  yang
menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’,
supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku
selama yang mewakilkan masih hidup.29
25Hashbi Ash Shiddieqy, Pengantar Eiqh Mu’amalat (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 91.
26Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikq,1983), h. 226.
27Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib, Jilid III(Beirut: Dar al-Fikr,
1986), h. 167.
28Helmi Karim, Fiqh Muamalah, h. 21.
29Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 110.
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Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat diambil kesimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan al-Wakalah ialah penyerahan dari seorang kepada
orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang
mewakilkan masih hidup.
Pemberian kuasa atau Al-Wakalah ini bermakna: At-Tafwidh
(penyerahan=pendelegasian=pemberian mandat).30
Pengertian secara umum pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian
dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang
(kekuasaan) kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan
orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama
pemberi kuasa.31
Dalam hukum Islam, wakalah atau perwakilan muncul ketika satu orang
menguasakan kepada orang lain untuk menggantikannya dalam memperoleh hak-
hak sipilnya.32
B. Dasar Hukum dalam Wakalah
Menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan
tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi
kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh
didelegasikan oleh agama. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu,
antara lain, firman Allah dalam Q.S. al-Kahfi/18:19 yang menceritakan adanya
30 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), h. 56.
31Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), h. 19.
32A. Rahman I. Doi, Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 37-38.
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salah seorang dari ashabulkahfi itu dipercayakan oleh yang lain untuk mencari
makanan. Ayat itu selengkapnya berbunyi:33
 َوﺚَﻌَـﺑ َﻚِﻟ َٰﺬَﻛُۡﻢ َٰۡﺎَﺴَﺘَِﻴﻟٓ َﰊ ْاﻮُﻟَءۡﻢُﻬَـﻧۚ َلَﺎﻗ َﻗﺎٓﻞِﺋٞﻦﱢﻣ ۡﻢُﻫۡﻢَﻛ ۡﺚَِﺒﻟۡ ُۖﰎ ُﻟَﺎﻗﺚَِﺒﻟ ْاﻮَۡﻮﻳ َﺎﻧۡوَأ ﺎًﻣَۡﻊﺑۡ َض
َﻮﻳۡۚمﻢُﻜﱡﺑَر ْاﻮُﻟَﺎﻗۡعَأۡ َُﱂﺚَِﺒﻟ َﺎِﲟۡ ُﰎۡبﭑَﻓۡ َﻋﻮُﺜٓ َﺣَأ ْا َﻮِﺑ ﻢَُﻛﺪﻢُﻜِِﻗرۡ ِﻩِﺬ َٰﻫ ٓۦ َﱃِإلٱۡﻞَﻓ ِﺔَﻨﻳِﺪَﻣُۡﺮﻈَﻨﻳۡﺎَﻬـﱡَﻳأٓ
َزأۡمﺎََﻌﻃ ٰﻰَﻛٗﻞَﻓ اَۡﺄﻳِۡزﺮِﺑ ﻢُﻜِﺗۡقٖﻦﱢﻣۡلَو ُهۡ ﱠﻄَﻠَـﺘَـﻳﻒۡ َﻻَوﺶُﻳۡ ﱠنَﺮِﻋﻢُﻜِﺑۡ اًﺪَﺣَأ١٩
Terjemahnya:
“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di
antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah
berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada
(disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu
lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah
salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang
perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik,
maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia
berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada
seorangpun”.
Disyari’atkan wakalah, juga dapat dipahami secara tersirat dari firman Allah
dalam Q.S. An-Nisa/4: 35
بﭑَﻓ...ۡﻢَﻜَﺣ ْاﻮُﺜَﻋٗﻦﱢﻣ اَۡﻩأۡ ِِﻪﻟۦﻢَﻜَﺣَوٗ اﻦﱢﻣَۡﻩأۡ َِﳍﺎٓ ...٣٥
Terjemahnya:
“Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
dari keluarga perempuan”.
Rasulullah saw. bersabda:
“Dari Jabir RA. Ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada
Rasulullah saw. maka beliau bersabda: “Bila engkau datang pada wakilku di
Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (Riwayat Abu Dawud).
33Helmi Karim, Fiqh Muamalah, h. 21-22.
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“Dari Jabir RA bahwa Nabi SAW. menyembeli kurban sebanyak 63 ekor hewan
dari Ali RA. disuruh menyembeli binatang kurban yang belum disembeli”
(Riwayat Muslim).
“Sesungguhnya Nabi SAW. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang lagi dari
kaum Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah RA”.34
1. Rukun dan Syarat dalam Wakalah
Adapun rukun dan syarat dalam wakalah ialah:
a. Yang mewakilkan, syarat-syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa
yang mewakilkan adalah pemilik barang atau di bawah kekuasaannya
dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan
pemilik atau pengampu, maka al-Wakalah tersebut batal.
b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa
yang mewakili adalah orang yang berakal, bila seorang wakil itu idiot,
gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal, menurut Hanafiyah
anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk adalah
sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar  bin Sayyid
Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw., ketika
Amar masih menjadi anak kecil yang masih belum balig.35
Rukun wakalah itu hanyalah ijab kabul. Ijab merupakan pernyataan
mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan kabul adalah penerimaan
pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan
34Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,h. 233-234.
35Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Dar al-Fiqr, 1977), h. 60.
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menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Demikian pendirian kelompok Hanafiyah.
Akan tetapi, jumhur ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut. Mereka
berpendirian bahwa rukun wakalah itu ada empat, yakni orang yang mewakilkan,
orang yang diwakilkan, obyek yang diwakilkan dan shighat. Wakalah baru dinilai
bisa terlaksana secara sah kalau persyaratan setiap unsur itu terpenuhi.36
Syarat pemberi kuasa (al-Muwakkil) dan penerima kuasa (al-Wakil) ; bahwa
orang yang memberi kuasa adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau
wewenang untuk itu, dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu
dewasa/balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh dibawah pengampun.
Sedangkan penerima kuasa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum,
yaitu dewasa/balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh dibawah
pengampun.37
Para fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk
mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang
sakit dan perempuan.
c. Muwakkal Fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang
diwakilkan ialah:
1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain
untuk mengejakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk
mengerjakan shalat, puasa dan membaca al-Quran, karena hal ini tidak
bisa diwakilkan.
36Helmi Karim, Fiqh Muamalah, h. 24.
37Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, h. 22.
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2) Dimiliki oleh orang yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal
mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
3) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih
samar, seperti seseorang berkata: “Aku jadikan engkau sebagai wakilku
untuk mengawinkan salah seorang anakku.”
4) Shigat, yaitu lafaz mewakilkan, shigat diucapkan dari yang berwakil
sebagai simbol keridlaannya untuk mewakilkan, dan wakil
menerimanya.38
Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak
untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu
seseorang tidak sah mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Selain pemberi
kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut
supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf.39
Adapun persyaratan orang yang diwakilkan ialah dia mestilah seseorang
yang cakap bertindak, tidak boleh seorang gila ataupun anak-anak. Dengan
demikian, seorang anak yang mumayyiz tidak pula bertindak sebagai pihak yang
diwakilkan, sebab ia belum mukallaf. Di samping itu, orang yang akan bertindak
sebagai wakil tersebut disyaratkan pula mengetahui obyek yang akan diwakilkan
kepadanya, supaya jangan terjadi penipuan oleh pihak lain terhadap yang diberi
kuasa karena ketidaktahuannya terhadap suatu obyek yang dikuasakan kepadanya.
Hal yang perlu ditegaskan pula disini adalah orang diberi kuasa itu mestilah jelas
38Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah,h. 111-112.
39Helmi Karim, Fiqh Muamalah, h. 24.
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dan pasti, bukan menguasakan sesuatu kepada salah seorang dari sekelompok
manusia.
Masih berkaitan dengan dengan wakalah ini, ada beberapa hal yang perlu
pula diuraikan secara singkat, seperti wakil itu sebagai orang yang diberi amanat
untuk bertindak atas nama pemberi kuasa tentang hal-hal yang diwakilkan
kepadanya. Karena ia hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti bahwa
ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas
kesengajaannya.
C. Pengertian Wali Nikah
Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena
kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.
Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain orang lain itu adalah
karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak
memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak
atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang
bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah
dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang
dilakukan oleh walinya.40
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Ps. 19 KHI).
Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkwaniannya tidak sah. Ketentuan
ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. riwayat dari ‘Aisyah r.a. yang
40Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.
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artinya: “Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya
batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima
mahar sekadar menghalalkan fajrinya. Apabila walinya enggan (memberi izin)
maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang
(dianggap) tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa’i).41
Perwalian dalam arti umum yaitu “ segala sesuatu yang berhubungan
dengan wali”. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain:
a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus
anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
d. Kepala pemerintah dsb.42
Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan al-walayah (a-
lwilayah), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut ad-dilalah. Secara
etimologis, dia memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (al-mahabbah)
dan pertolongan (an-nashrah) seperti dalam penggalan ayat wa-man
yatwawallallaha wa-rasulahu dan kata-kata ba’dhuhumawliya’u ba’dhin. Ayat 61
surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (as-sulthan wal-qudrah)
seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat
41Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 64.
42Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.
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dari al-walayah (al-wilayah) adalah “tawalliy al-amr”“(mengurus/menguasai
sesuatu).
Adapun yang dimaksud dengan pewalian dalam  terminologi para fuqaha
(pakar hukum Islam) seperti diformulasikan wahbah Al-Zuhayli ialah “Kekuasaan
/otoritas (yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu
tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Orang
yang mengurusi/menguasai sesuatu akad/transaksi, disebut wali seperti dalam
penggalan ayat: fal-yumlil waliyyuhu bil-‘adli.”43 Kata al-waliyyu dan jamaknya
al-waliya, berasal dari kata wala-yali-walyan-wa-walayatan, secara harfiah berarti
yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang mengurus perkara (urusan) seseorang.
Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan
mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk
menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah
adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu
mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya barulah hak
perwalian digantinkan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana
dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.44
43Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan (Jakarta: Al-
Huda, 2005), h. 282.
44Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2005), h. 134-135.
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D. Dasar Hukum Wali Nikah
Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang
wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil
diantaranya: Q.S An-Nur/24: 32
لٱ ْاﻮُﺤِﻜَﻧأَوۡﻢُﻜﻨِﻣ َٰﻰ ََٰﳝأۡﻦِﻣ َﲔِﺤِﻠٰﱠﺼﻟٱَوۡﺎَﺒِﻋ ُِﻛدﻢۡ َوﺎَﻣِإٓﻢُﻜِﺋۚ َﻘُـﻓ ْاُﻮﻧﻮُﻜَﻳ نِإَاﺮُٓﻎﻳ َءۡ ﻦِﻣ ُﻪﱠﻠﻟٱ ُﻢِِ
ﺾَﻓۡ ِِﻪﻟ ۗۦﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊِﺳ َٰو ُﻪﱠﻠﻟٱَوٞ٣٢
Terjemahnya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”
Dan Q.S Al-Baqarah/2:221
لٱ ْاﻮُﺤِﻜَﻨﺗ َﻻَوۡﺶُﻣُۡﺆﻳ ٰﱠﱴَﺣ ِﺖ َِٰﻛرۡ ﱠﻦِﻣۚﺔَﻣََﻷَوٞ ﱡﻣﺆۡ ِﻣﻲَﺧ ٌﺔَﻨۡرٞﺶﱡﻣ ﻦﱢﻣۡﺔَِﻛرٖ َﻟَوﻮۡعَأۡﺖَﺒَﺟۡﻢُﻛۗ َﻻَو
لٱ ْاﻮُﺤِﻜُﻨﺗۡﺶُﻣُۡﺆﻳ ٰﱠﱴَﺣ َﲔِِﻛرۡ ْاﻮُﻨِﻣۚﺐَﻌَﻟَوۡدٞ ﱡﻣﺆۡ َﺧ ٌﻦِﻣﻲۡر ٞ ﻦﱢﻣ ﱡﻣﺶِۡكرٖﻮَﻟَوۡعَأۡ َﺟﻢُﻜَﺒۗ َٰلُْوأٓ َﻚِﺋ
ﺪَﻳۡ ِرﺎﱠﻨﻟٱ َﱃِإ َنﻮُﻋَۖﺪﻳ ُﻪﱠﻠﻟٱَوۡﻮُﻋٓلٱ َﱃِإ ْاۡ ﱠﻨَﺟ ِﺔلٱَوۡﻎَﻣۡ ِةَﺮِﻓ ِﺑذِﺈۡ ِِﻪﻧ ۖۦ ُ ﱢﲔَـﺒُـﻳَو ِﻪِﺘَٰﻳاَءۦﻢُﻬﱠﻠَﻌَﻟ ِسﺎﱠﻨِﻠﻟۡ
 َنوُﺮﱠَﻛﺬَﺘَـﻳ٢٢١
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.”
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E. Syarat Menjadi Wali Nikah
Para Ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima
wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama,
bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil,
sekalipun ayah dan kakek.
Para ulama mazhab sepakat bahwa tindakan-tindakan hukum yang
dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang
hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah; sedangkan yang menimbulkan
madharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan para
ulama mazhab tentang tindakan yang dianggap  tidak bermanfaat, tetapi juga tidak
madharat. Sebagian ulama Imamiyah mengatakan: Hal itu dibenarkan manakalah
yang melakukannya adalah ayah atau kakek. Sebab yang disyaratkan di situ
adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa
maslahat. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang
menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi pada tindakan-tindakan yang
membawa manfaat saja.45
Adapun syarat-syarat wali yang dimuat dalam buku Amir Syarifuddin yaitu:
a. Telah dewasa dan berkal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak
berhak menjadi wali. Wali merupakan syarat umum bagi seseorang yang
melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi yang artinya,
“diangkatlah kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang
45Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.
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tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan
orang gila ia sehat.”.
b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi
dari Abu Huarairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah dan ulama
Syi’ah Imamaiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini.
Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat mejadi
wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain
yang mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan diatas. (Ibnu al-
Hummam, 256; al-Thusiy, 163).
c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk
muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam Q.S Ali Imran/3:28
لٱ ِﺬِﺨﱠﺘَـﻳ ﱠﻻۡﺆُﻣۡلٱ َنﻮُﻨِﻣۡوَأ َﻦِﻳﺮِﻔ َٰﻛۡﺎَِﻴﻟٓ ِﻣ َء ُد ﻦلٱ ِنوۡﺆُﻣۡ َﲔِﻨِﻣۖﻒَﻳ ﻦَﻣَوۡﻞَﻋۡ ِﻟ َٰذﻲَﻠَـﻓ َﻚۡ َﻦِﻣ َس
ﻲَﺷ ِﰲ ِﻪﱠﻠﻟٱۡ ﱠﻻِإ ٍءٓﻦِﻣ ْاﻮُﻘﱠـﺘَـﺗ نَأۡﻢُﻫۡﺔٰﯩَﻘُـﺗۗ َو ﱢﺬَُﳛ ﱠﻠﻟٱ ُﻢُُﻛرﻒَﻧ ُﻪۡ ُﻪَﺳ ۗۥ َﱃِإَولٱ ِﻪﱠﻠﻟٱۡ ُﲑِﺼَﻣ٢٨
Terjemahnya:
“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi
wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat
demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah
kembali(mu).”
d. Orang merdeka.
e. Tidak berada dalam pengampun atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa
orang yang berada di bawah pengampun tidak dapat berbuat hukum dengan
sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
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f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak
boleh menjadi wali, karena dikhwatirkan tidak akan mendatangkan maslahat
dalam perkawinan tersebut.
g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat
dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Ulama
Syi’ah tidak mensyaratkan adilnya dalam perkawinan. (al-Thusiy, 163)
keharusan wali itu adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadis dari
Aisyah menurut riwayat dari al-Quthniy: “tidak sah nikah kecuali ada wali dan
dua orang saksi yang adil.”
h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan
kepada hadis Nabi dari ‘Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:
“orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh
pula dinikahkan oleh seseorang.”46
F. Macam-macam Wali
Wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali
untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada pula bagi seorang
perempuan dalam perkawinan. Yang dibicarakan di sini adalah wali perkawinan.
Wali dalam perkawinan ini disebut wali al-nikaah. Menurut ajaran patrilinial,
hanya pengantin perempuan saja yang memerlukan wali al-nikaah. Wali al-nikaah
itu selalu laki-laki orangnya. Wali al-nikaah inipun menurut ajaran hukum
perkawinan patrilinial terdiri pula atas bermacam-macam:
46Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, h. 76-78.
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a. Wali Nasab
Nasab artinya bangsa. Menurut ajaran patrilinial, nasab juga diartikan
keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilinial atau hubungan darah
patrilinial. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin
perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon pengantin
perempuan itu. Termasuk kedalamnya ialah bapak, datuk, saudar laki-laki bapak,
saudara laki-lakinya sendiri dan lain-lain. Dan wali nasab ini terbagi dua pula.
Pertama, wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan
siapa seorang perempuan mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini
disebut wali nasab yang mujbir dipendekkan dengan sebutan wali mujbir. Wali
mujbir terdiri dari bapak, datuk yaitu bapak dari bapak dan bapaknya lagi
seterusnya keatas. Mujbir artinya orang yang memaksa. Kedua, wali nasab yang
tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-
laki kandung atau sebapak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak,
dari bapak dan seterus anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan
patrilinial.
b. Wali Hakim
Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam
bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen
Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada
halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seseorang calon
pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan Wali Hakim baik melalui
Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.
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c. Hakam
Dapat juga bertindak sebagai wali, seseorang yang masih masuk keluarga si
perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan mempunyai hubungan
darah patrilinial dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian
keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral,
wali itu dapat saja dari keluarga bapak si calon pengantin dan dapat pula dari
keluarga pihak ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari
lingkungan menganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, bahkan
wanitapun dapat jadi wali al-nikaah ini.
d. Muhakam
Muhakam ialah seorang laki-laki bukan dari keluarga perempuan tadi dan
bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang
baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal sama sekali tidak
dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sempurnanya
perkawinan, dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam arti wali muhakam
ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali-nikaah.47
e. Fungsi Wali dalam Perkawinan
Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan
(nikah) menurut Hukum Islam, Wali Nikah adalah hal yang sangat penting dan
menentukan, bahkan menurut Syafi’i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak
pengantin perempuan; sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan
wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.
47Sayuti Thalib, Hukum Kekelurgaan Indonesia (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 65-66.
32
Menurut mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanafi, wali itu
sunnah saja hukumnya. Disamping itu ada pendapat yang mengatakan bahwa wali
nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila ikrar “ijab” dalam proses akad nikah
ialah pihak laki-laki. Tetapi kenapa dalam praktek selalu pihak wanita yang
ditugaskan mengucapkan “ijab”(penawaran), sedang pengantin laki-laki yang
diperintahkan mengucapkan “qabul”(penerimaan). Karena wanita itu pada
umumnya (fitrah) adalah pemalu (isin-Jawa), maka pengucapan ijab itu perlu
diwakilkan  kepada walinya, jadi wali itu sebenarnya wali dari pengantin
perempuan, biasanya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada ayah, dapat
digantikan oleh kakeknya (ayah dari ayah). Wali nikah yang demikian itu disebut
wali nikah yang memaksa (mujbir).
Memaksa maksudnya di sini ialah apabila masih ada Bapak maka Bapaklah
(ayah) yang berhak menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya.
Bila tidak ada ayah (Bapak) mungkin karena meninggal atau ghaib (hilang tak
tentu hutan rimbanya), maka ayah dari ayahnya (kakek) yang berhak tampil
menjadi wali nikah dari cucu perempuannya. Apabila tidak ada bapak atau kakek
maka dapat diwakilkan lagi kepada saudara laki-laki kandung dari pengantin
perempuan (Saudara laki-laki) yang menjadi wali itu harus sudah akil baligh
(dewasa dan berakal), laki-laki beragama Islam dan adil, bila tidak ada Saudara
laki-laki, maka dapat pula diwakilkan kepada Saudara laki-laki dari Bapak
(Paman). Si wanita yang akan menikah itu, wali sesudah Bapak dan Kakek itu
disebut Wali Nasab (tidak Memaksa).48
48Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 215.
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Adapun peranan wali dalam keabsahan perkawinan menurut buku Abdul
Rahman I. Doi, yaitu Para Ulama mazhab dan Maliki telah menganggap
persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai
salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam, sedangkan mazhab
Hanafi dan Hambali menganggap izin dari wali hanya sebagai suatu syarat saja.
Kedua mazhab terakhir ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul.
Keempat mazhab ini mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi SAW:
“sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “wanita manapun yang menikah tanpa
seizin walinya, maka pernikahannnya itu batal (tidak sah)”
Lebih lanjut hadis Nabi SAW menjelaskan bagi siapakah wali itu dapat
memainkan peranannya:
“Seorang wanita tak dapat dinikahkan oleh wanita, dan seorang wanita tak dapat
dinikahkan oleh dirinya sendiri”.
Bila ayah atau keluarga  dekatnya tiada, maka Raja atau Amir atau Penguasa,
dapat menjadi wali. Ada suatu kasus seorang wanita menemui Nabi SAW dan
meminta dirinya untuk dinikahkan, lalu dia dinikahkan dengan seorang laki-laki
yang bahkan tak dapat membayar mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tak
ada wali dari kelurganya (Ayah atau keluarga dekat lainnya) Barangkali Nabi
SAW berperan sebagai walinya dan menikahkannya karena dia cukup dewasa
untuk memahami “pros dan cons” dari tindakannya itu.49
49Abdul Rahman I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.
42-43.
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G. Kedudukan Wali dalam Perkawinan
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan
tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan
sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.
Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang
bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang
diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.
Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai
perempuan dalam dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan
ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama
sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan.
Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad
dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.
Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih
perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena
tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.50
Keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus dipenuhi
beberapa syarat. Pada bab terdahulu telah disinggung secara sepintas bahwa syarat
wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat
halangan perwalian. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat
hukum Islam, yakni Muslim, aqil, dan baligh. Dalam pelaksanannya, akad nikah
50Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, h. 69.
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atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau
yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.
Undang-undang Perkwainan tidak mengatur tentang wali nikah secara
eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan “Perkawinan yang
dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali
nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang
saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan
lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”. Jadi secara implisit bunyi
pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti
oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian,
apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama
sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.51




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian kualitatif (field research), yakni penelitian yang dilakukan secara
intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap seseorang,
kelompok, suatu organisasi atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu
yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam
mengenai subyek yang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone dengan obyek penelitian yaitu masyarakat setempat, untuk
memperoleh informasi mengenai persepsinya terhadap wakalah wali dalam akad
nikah.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian
sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari
masyarakat yang didasarkan pada kenyataan dilapangan melalui observasi atau
pengamatan langsung di masyarakat.
Sesuai dengan pemaparan data maka penelitian ini termasuk penelitian
deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara
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sistematik  dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau mengenai
bidang tertentu. Data yang diperoleh tidak bermaksud mencari penjelasan,
menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Jadi
penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti.
C. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:
1. Sumber data Utama (Primer)
Data primer adalah data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-
orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama setempat.
Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan
masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sesuai
dengan permasalahan yang dibahas.
2. Sumber data Tambahan (Sekunder)
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data
pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder
dalam penelitian ini adalah buku hukum perkawinan di Indonesia, fiqh munakat,
dan buku-buku lain yang erat kaitannya dengan permasalahan.
D. Metode Pengumpulan Data




Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey,
karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari responden secara
langsung.52 Dalam hal ini peneliti malakukan interview dengan beberapa pihak
yang menjadi objek penelitian diantaranya adalah para pihak yang telah
melakukan prosesi akad nikah dan juga pendapat para tokoh agama di daerah
setempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai
pemahaman dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas
atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya.53 Sedangkan
dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada
hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber
data yang berasal dari Kantor Camat Salomekko Kabupaten Bone dan juga Kantor
Urusan Agama (KUA) setempat.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam
maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu:
52Masri Singarimbundan Sofian Effendi, Motode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1995),
192.
53Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), 206.
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1. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancar yang
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa
pertanyaan.
2. Alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
F. Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari
masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode
analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data.
Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik
daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing variabel.
Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap
hal-hal yang diungkapkan oleh responden untuk kemudian dianalisis lagi dalam
bentuk kesimpulan, sehingga dari analisis tersebut dapat diketahui persepsi




A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone
Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom yang berada di
pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang ibu Kotanya terletak di Kota
Watampone. Kabupaten Bone sebagai salah satu Kabupaten yang tergolong
besar dan luas di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 4.559 km² yang
teridiri atas 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan.
Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa
Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:
 Sebelah Utara : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng
 Sebelah Selatan : Kabupaten sinjai dan Kabupaten Gowa
 Sebelah Timur : Teluk Bone
 Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan
Kabupaten Barru
Adapun nama-nama Kecamatan di Kabupaten Bone yaitu:
No. Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan
1. Bontocani Kahu 10
2. Kahu Palattae 20
3. Kajuara Bojo 18
4. Salomekko Manera 8
5. Tonra Bulu-Bulu 11
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6. Patimpeng Latobang 10
7. Libureng Camming 20
8. Mare Kadai 18
9. Sibulue Pattiro Bajo 20
10. Cina Tanete Harapan 12
11. Barebbo Apala 18
12. Ponre Lonrong 9
13. Lappariaja Matango 9
14. Lamuru Lalebata 12
15. Tellu Limpoe Tujue 11
16. Bengo Bengo 9
17. Ulaweng Taccipi 15
18. Palakka Passippo 15
19. Awangpone Componge 18
20. Tellusiattinge Tokaseng 17
21. Amali Teretta 15
22. Ajangale Pompanua 14
23. Dua Boccoe Uloe 22
24. Cenrana Cenrana 16
25. Tanete Riattang Barat Macanang 8
26. Tanete Riattang Salekoe 8
27. Tanete Riattang Timur Lonrae 8
Dari sekian banyak Kecamatan di Kabupaten Bone, adapun yang menjadi
objek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Salomekko.
2. Gambaran Umum Kecamatan Salomekko
Kecamatan Salomekko dari asal katanya terdiri dari dua kata yaitu salo
dan mekko kedua jenis kata tersebut berasal dari bahasa bugis yaitu salo (sungai)
dan mekko (diam), artinya Kecamatan Salomekko diibaratkan sebagai sungai
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diam (sungai yang aliran airnya tenang), jadi Kecamatan Salomekko diartikan
sebagai daerah yang masyarakatnya tenang, aman dan tentram kehidupannya.
Kecamatan Salomekko merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di
Kabupaten Bone yang ibu kotanya adalah Desa Manera. Luas wilayah Kecamatan
Salomekko adalah 84,91 km2 dan jarak dari ibu kota  yaitu 60  km. Kecamatan
Salomekko berada diantara persimpangan dua jalur utama yaitu: Watampone –
Sinjai di bagian timur dan Sinjai – Watang Soppeng.54
a. Luas dan batas Kecamatan Salomekko
Secara geografis luas wilaya Kecamatan Salomekko menurut
ketinggian, yaitu:
 0 – 25 Meter : - Ha
 25 – 100 Meter : 3.538 Ha
 100 – 500 Meter : 4.953 Ha
Secara administratif Kecamatan  Salomekko  berbatasan dengan
beberapa Kecamatan di Kabupaten Bone, yaitu:
 Sebelah Utara : Kecamatan Tonra
 Sebelah  Selatan : Kecamatan Kajuara
 Sebelah Timur    : Teluk Bone
 Sebelah  Barat    : Kecamatan Patimpeng dan Kecamatan Kahu
54Sumber Data dari Kantor Camat Salomekko
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b. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluraga (KK) Kecamatan Salomekko
Adapun jumlah penduduk dan KK menurut data monografi Kecamatan
Salomekko Kabupaten Bone yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan
Salomekko, yaitu:
 Penduduk   : 14.248 Orang
 Laki-laki    : 6.674
 Perempuan : 7.574
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Adapun banyaknya keluarga menurut klasifikasi tahapan keluarga sejahtera,
yaitu:
 Pra Sejahtera : 326
 Keluarga Sejahtera I : 1.430
 Keluarga Sejahtera II : 1.088
 Keluarga Sejahtera III : 391
 Keluarga Sejahtera III Plus : 87
Adapun jumlah penduduk dan KK menurut data jumlah penduduk
dan wajib pilih serta jumlah KK tiap Desa dalam pilkades serentak tahun 2015
Kecamatan Salomekko yaitu:
NO. DESA JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KK
1. Malimongeng 2.697 655
2. Manera 1.570 342
3. Ulubalang 3.024 713
4. Tebba 1.010 246
5. Gattareng 3.145 781
6. Bellu 1.456 346
7. Pancaitana 2.305 554
8. Mappatoba 1.324 324
JUMLAH 16.534 3.961
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c. Keadaan  Sosial Keagamaan
Dalam konteks keagamaan, masyarakat Kecamatan Salomekko adalah
mayoritas beragama Islam. Upaya pemenuhan sarana dan prasarana kehidupan
beragama pada dasarnya merupakan tanggung jawab masyarakat, karena
pemerintah juga mempunyai tanggung jawab atas pembinaan kehidupan beragama
dalam masyarakat, maka pemerintah telah memberikan bantuan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan tersebut.
Dalam rangka menjalankan agama tentunya harus ditunjang dengan adanya
sarana peribadatan seperti masjid, gereja dan sebagainya. Adapun sarana
peribadatan di Kecamatan Salomekko yaitu:
MASJID GEREJA
27 0
Jumlah peribadatan diatas membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan
Salomekko secara umum adalah beragama Islam.
d. Keadaan Pendidikan
Masalah pendidikan di Kecamatan Balomekko adalah bagian integral dari
sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang
bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan semangat kebangsaan
sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang maupun
membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas
pembangunan bangsa.
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Dalam rangka mencerdaskan bangsa serta meningkatkan partisipasi
sekolah, penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan, baik pendidikan formal muaupun non formal.
Adapun lembaga pendidikan yang tercatat di Kecamatan Salomekko,
yaitu:
 Taman kanak-kanak (TK) : 14
 Sekolah Dasar (SD) : 13
 Madrasah Ibtida’iyah : 2
 Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 4
 Madrasah Tsanawiah (MTS) : 2
 Sekolah Menengah Atas (SMA) : 1
 Madrasah Aliah : 1
 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : 1
Kesadaran pendidikan masyarakat Salomekko terus mengalami
peningkatan, dengan memanfaatnya prasana yang telah disediakan.
Bapak Drs. Muh. Taslim Lantara (Camat Salomekko) menyatakan bahwa:
“Kondisi pendidikan masyarakat Salomekko telah mengalami peningkatan
yang sangat baik. Sekarang itu tidak ada lagi anak-anak yang mau putus
sekolah ini didukung oleh kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan.
Mereka terus berlomba-lomba meningkatkan pendidikan karena sudah ada
beberapa masyarakat yang berhasil dan itu menjadi contoh dan dorongan
bagi masyarakat.”55
55Camat Salomekko, Wawancara (Salomekko, 27 Juli 2016)
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Dengan semakin banyaknya pemudah yang melanjutkan sekolahnya
keperguruan tinggi menjadi bukti kemajuan pendidikan masyarakat di Kecamatan
Salomekko hal ini didukung oleh orang tua yang relah menghabiskan materi
untuk kesuksesan pendidikan anaknya. Jadi jika diamati kondisi pendidikan
masyarakat Kecamatan Salomekko tergolong masyarakat yang sangat menyadari
pentingnya pendidikan.
e. Keadaan Sosial Ekonomi
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Salomekko banyak
melakukan usaha atau aktivitas untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari,, mereka yang bestatus PNS dan karyawan  tetap melakukan
aktifitas lain seperti bertani dan sebaginya. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan
sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Salomekko yaitu bisa dilihat dalam data
berikut ini:
 Luas Persediaan Tanah Usaha : 705 Ha
 Luas Panen / Produksi Padi : 4.012 Ha/19.455 Ton
 Luas Pemanfaatan Tambak (Udang/Banden) : 631,59 Ha
 Jumlah Perahu/ Kapal Penangkap Ikan : 80 Unit
 Jumlah Alat Penangkap Ikan Menurut Jenisnya : 25 Unit
 Populasi Ternak (Sapi/Kerbau/Kuda dan Kambing) : 9.076 Ekor
 Luas Sawah Tadah Hujan Menurut Frekuensi Penanaman
- Satu kali : 2.468,87 Ha
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- Dua Kali : 770,34 Ha
 Luas Panen / Produksi Jagung : 799 Ha / 1.666 Ton
 Luas Panen / Produksi Ubi Kayu : 49 Ha / 449 Ton
 Luas Panen / Produksi Kacang Tanah      : 1.225 Ha / 1.972 Ton
Dari data tersebut diatas dapat dipahami bahwa mata pencaharian
masyarakat Kecamatan Salomekko adalah beraneka ragam, mulai dari bertani atau
berkebun, beternak dan sebagai nelayan adapula yang berdagang. Masyarakat
Salomekko dalam memenuhi kebutuhannya tidak berhenti pada satu pekerjaan
saja, mereka yang bertani juga beternak bahkan berdagang pula, mereka yang
sudah menjadi pegawai tidak berhenti bertani.
Dari beragam mata pencaharian yang dilakukan, yang paling dominan
ialah bertani. Sawah-sawah yang terhampar luas menjadi sumber penghasilan
terbesar di Kecamatan ini beberapa masyarakat mampu mengolah hasil tani
masyarakat lain dengan mendirikan pabrik-pabrik penggiling padi. Hal ini sejalah
dengan yang dinyatakan oleh Bapak Drs. A. Muh. Taslim Lantara sebagai Camat
Salomekko yang menyatakan bahwa:
“Sebagian besar jenis mata pencaharian masyarakat Salomekko adalah
menggarap sawah karena memang sebagian besar wilayah Salomekko itu
adalah tanah garapan masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat Salomekko
saat ini secara umum tergolong masyarakat menengah dan sudah banyak
juga diatas rata-rata karena melihat yang dulunya rumah-rumah panggung
kini sudah kebanyakan rumah batu, dan tidak hanya itu kondisi pendidikan
anak-anak mereka  terus meningkat dan tentu ini juga dipengaruhi oleh
ekonomi mereka yang membaik.”56
1Drs. A. Muh. Taslim Lantara (54 tahun), Camat Salomekko, Wawancara, Salomekko, 27
Juli 2016.
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Alat-alat tani mereka yang semakin canggih tentu meningkatkan
perekonomian dan ini terbukti dengan melihat kesuksesan masyarakat
menyekolahkan anak-anaknya, melihat rumah-rumah mereka semakin baik dan
kendaraan yang semakin banyak. Jadi dengan mengamati kehidupan masyarakat
Kecamatan Salomekko dan pernyataan Camat Salomekko menadakan bahwa
keadaan sosila ekonomi mereka tergolong meningkat dan mayoritas golongan
ekonomi mereka yaitu golongan menengan.
B. Penerapan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone
Wakalah wali dalam akad nikah tampakanya sudah menjadi kebiasaan
yang selalu di praktikkan oleh masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko
sebagaimana mayoritas penduduk Indonesia yang sudah biasa mewakilkan hak
walinya dalam akad nikah. Dan di Indonesia sendiri, mewakilkan perwalian dalam
akad nikahnya seorang perempuan itu diperbolehkan.
Kepala KUA Kecamatan Salomekko Menyatakan bahwa:
“Kebanyakan orang tua disini kalau mau menikahkan anaknya pasti selalu
diserahkan kepada Pihak KUA (Pak Imam), kalau mau diperkirakan itu
sekitar Sembilan puluh sembilan persen (99%) masyarakat Salomekko
menyerahkan ke Pihak KUA. Sebenarnya ada masyarakat yang bisa tapi
mereka tidak mau repot dan selain itu juga karena sudah terbiasa mereka
serahkan hak walinya.”
Praktik wakalah wali dalam akad nikah  mayoritas diterapkan oleh
masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko, orang tua (Bapak) lebih memilih
menyerahkan ke Pihak KUA atau yang biasa mereka sebut Pak Imam.
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Bapak Syaharuddin menyatakan bahwa:
“Saya sudah bertahun-tahun menjadi Penghulu dan selama ini baru dua
orang yang saya tau menikahkan sendiri anaknya yaitu Puang Imam Tebba
dengan Dg. Mattawang, artinya hampir semua orang tua (Bapak) itu
mewakilkan hak walinya dan sampai sekarang masih seperti itu karena
memang sudah menjadi tradisinya masyarakat”57
Menurut Bapak Syaharuddin praktik wakalah wali di Kecamatan
Salomekko ini mayoritas dilakukan oleh wali, karena memang sudah menjadi
tradisi atau kebiasaan yang dilakukan dari dulu sampai sekarang hal ini juga
senada dengan pernyataan Bapak Tajuddin yang menyatakan bahwa:
“Perwalian wali dalam akad nikah sudah menjadi kebiasaan masyarakat
setempat jadi tidak heran jika wali yang menikahkan sendiri anaknya
menjadi hal yang sangat langkah untuk ditemukan”
Praktik wakalah wali dalam akad nikah pada umumnya terjadi dalam
masyarakat, banyak hal yang menjadi alasan banyakaknya wali memilih
mewakilkan hak walinya, ada yang memang betul-betul tidak bisa melafadzkan
akadnya, ada yang takut salah, ada yang tidak mau repot, adapula yang merasa
tidak enak karena sudah jadi kebiasaan diwakilkan ke Penghulu.
Bapak Dg. Parani menyatakan bahwa”
“Sudah tiga orang anak perempuan saya yang menikah dan semuanya
dinikahkan oleh Pak Imam karena sudah jadi kebiasaan seperti itu,
sebenarnya saya sendiri  bisa menikahkan anak saya tapi tidak enak juga
karena sudah terbiasa dinikahkan oleh Pak Imam”58
Kemampuan wali untuk menikahkan sendiri anaknya tidak diaplikasikan
karena mereka hanya mengikuti kebiasaan yang ada, terlebih lagi yang memang
57Syaharuddin (45 tahun), Imam Desa Mappatoba, Wawancara, Salomekko, 26 Juli 2016.
58Dg. Parani (62 Tahun, Masyarakat Salomekko, Wawancara, Salomekko, 27 Juli 2016.
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tidak ada kemampuannya. Padahal sebenarnya jika mereka didorong dan
dibimbing tentu dengan sendirinya akan menikahkan anaknya, sebagaimana yang
di katakana oleh Bapak Muhayyang:
“Seharusnya itu orang tua (Bapak) diajar jauh-jauh hari sebelum hari akad
nikah anaknya, seperti Saudara saya itu saya ajar dan Dia bisa, tapi
masyarakat memang tidak pernah ada niat untuk mau menikahkan sendiri
anaknya karena sebenarnya ada yang bisa itu tapi mereka selalu memilih
diwakilkan dengan alasan-alasan tidak tau.”59
Orang tua yang punya kemampuan memang selayaknya menikahkan sendiri
anaknya, karena tidak menutup kemungkinan sang anak akan merasa bangga dan
bahagia jika yang menikahkannya adalah ayahanda tercinta yang bertindak
sebagai walinya sendiri karena beliaulah yang telah mengantarkannya dalam
menikmati kehidupan.
Wakalah wali dalam akad nikah di Kecamatan Salomekko sudah menjadi
tradisi disetiap akad nikah, sehingga jabatan wali yang cukup signifikan tidak
dimanfaatkan secara maksimal dalam akad nikah dan hanya sebagian kecil para
wali yang mau menikahkan sendiri anaknya.
C. Pemahaman Masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko Kabupaten
Bone Tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah
Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, ia berhak
mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk
mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia
serahkan kepada wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkan, seperti dalam
urusan pernikahan.
59Muhayyang (62 tahun), Imam Desa Manera, Wawancara, Salomekko, 19 Juli 2016.
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Dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan al-wakalah. Secara bahasa
maknanya adalah al-hifzu (pemeliharaan) atau al-tafwid (pemberian kekuasaan).
Sedangkan maknanya secara istilah menurut Hanafiyah adalah perkataan
seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam urusan yang
boleh diwakilkan atau pemberian kekuasaan dan pemeliharaan kepada wakil.
Menurut Syafi’iyah, maknanya adalah pemberian kekuasaan seseorang atas
sebuah pekerjaan yang boleh diwakilkan yang ia tidak laksanakan kepada orang
lain dalam hidupnya.
Melakukan wakalah hukumnya adalah boleh, karena hal tersebut
dibutuhkan manusia dalam hubungan mereka dengan sesamanya. Prinsipnya
dalam hidup ini, setiap orang saling membutuhkan pertolongan orang lain. Di saat
ia tidak mampu mengerjakan urusannya, ada kemudahan dengan cara memberikan
kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas dirinya. Dengan demikian,
tercipta rasa saling tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan
sehari-hari.
Wakalah wali dalam akad nikah dilakukan apabila para wali terhalang atau
tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali seperti yang diungkapkan oleh Bapak
Alimuddin:
“Wali nikah yang diwakilkan menurut saya itu langkah yang ditempuh
kalau walinya tidak mampun dan itu dibolehkan artinya kalau walinya tidak
mampu untuk menikahkan sendiri anaknya maka langsung saja diwakilkan
ke Penghulu”60
60Alimuddin M. Pd. (46 tahun),Tokoh Masyarakat, Wawancara, Salomekko, 25 Juli 2016.
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Tentang wakalah wali dalam akad nikah yang dipahami Bapak Alimuddin
sama dengan yang dipahami oleh Bapak Muh. Jahring yang Menyatakan bahwa:
“Mengenai wali nikah yang diwakilkan dalam akad nikah menurut saya itu
dilakukan apabila bapaknya pengantin perempuan tidak mau menikahkan
sendiri anakanya dan itu diambil alih oleh Pak Imam karena pak Imamlah
yang paling tau.”61
Pernyataan diatas juga senada dengan pernyataan Bapak Muh. Amir yang
menyatakan bahwa:
“wali yang diwakilkan dalam akad nikah menurut saya dilakukan kalau
Bapaknya mempelai perempuan tidak tau maka diserahkan ke Pak Imam
kareana Pak Imam yang sudah biasa menikahkan orang dan memang sudah
menjadi tugasnya.”62
Secara umum masyarakat memahami bahwa apabila seorang wali tidak
mampu menikahkan sendiri anaknya maka Ia boleh mewakilkannya ke Penghulu.
Adapun Hal yang menjadi catatan peneliti dari pemahaman yang diungkapkan
oleh masyarakan yaitu, bahwa masyarakat dalam memahami wakalah wali bukan
berdasarkan pengetahuannya tentang itu melainkan dipahami melalui kebiasaan
yang dilakukan dalam akad nikah, artinya karena terbiasanya masyarakat melihat
praktik wakalah wali sehingga mereka memahami bahwa wakalah wali dalam
akad nikah itu adalah hal yang dilakukan apabila orang tuanya (bapak) mempelai
perempuan tidak mampu untuk menikahkan sendiri anaknya, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Bapak Mardin yang menyatakan bahwa:
“Menurut saya wali yang diwakilkan dalam akad nikah itu adalah
perbuatan yang boleh dilakukan karena selama ini memang diwakilkan ke
Pak Imam dan tidak pernah ada yang melarang.”63
61Muh. Jahring (63 tahun), Imam Desa Ulubalang, Wawancara, Salomekko, 19 Juli 2016.
62 Muh. Amir (44 tahun), Masyarakat Salomekko, Wawancara, Salomekko, 28 Juli 2016.
63Mardin (56 tahun), Masyarakat Salomekko, Wawancara, Salomekko, 19 Juli 2016.
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Masyarakat dalam memahami wakalah wali dalam akad nikah sudah jelas
hanya berdasar pada apa yang mereka saksikan,sehingga pemahaman mereka juga
sebatas itu, maksudnya ialah sebatas pemahaman masyarakat tentang wakalah
wali dalam akad nikah ialah dilakukan apabila wali dalam hal ini Bapak dari
mempelai perempuan terhalang maka langsung diserahkan ke pihak KUA (Pak
Imam), masyarakat tidak memahami akan adanya urutan wali yang lebih berhak
sebelum diserahkan ke pihak KUA. Sebagaimana penjelasan berikut:
Sebelum melakukan praktik wakalah wali dalam akad nikah sebenarnya
ada urutan wali yang semestinya diperhatikan. Wali ditunjuk berdasarkan skala
prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang
paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Adapun tertib wali tersebut yaitu:
1. Bapaknya
2. Kakeknya (Bapak dari Bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya
5. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
6. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7. Anak laki-laki pamannya dari pihak Bapaknya
8. Hakim (Pemerintah)
Apabila wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua, dan
jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitu seterusnya
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mengikuti tertib wali. Dan jika masih ada wali yang terdekat hadir maka tidak
boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh jika wali yang lebih dekat mampu
malakukan akad. Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan terganggunya
perkawinan tersebut. Apabila tertib wali tersebut tidak ada yang bersedia, maka
wali hakimlah yang diangkat untuk menikahkan kedua mempelai.
Mayoritas pemahaman masyaraka tentang urutan wali diatas sangat
minim, bahkan tidak mengetahuinya sama sekali, artinya dalam melakukan
praktik wakalah wali masyarakat tidak pernah memperhatikan akan adanya urutan
yang lain sebelum dilimpahkan ke wali hakim. Sebatas pemahaman masyarakat
dalam melakukan wakalah wali yaitu hanya ketika Bapaknya mempelai
perempuan yang berhalangan. Masyarakat tidak memahami jika ada wali aqrab
yang boleh menggantikan Bapaknya yang berhalangan. Seperti yang diungkapkan
oleh Bapak Nurdin T yang menyatakan bahwa:
“Kalau Bapaknya pengantin perempuan ini tidak tau cara menikahkan
anaknya langsung saja diserahkan ke Pak Imam karena memang Pak Imam
yang biasa menikahkan orang”64
Pada umumnya masyarakat Salomekko memang tidak memahami akan
adanya urutan wali yang lain yang boleh jadi wali, sebelum diserahkan ke Pak
Imam sebagai wali hakim. Sekalipun memang bukan menjadi sebuah masalah jika
seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain namun
pemahaman masyarakat tersebut juga menjadi perhatian peneliti karena jangan
samapai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu
64Nurdin T (68 tahun), Masyarakat Salomekko, Wawancara, Salomekko0, 26 Juli 2016.
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menjadi wali namun karena ketidak tahuannya sehingga urgensi kedudukan wali
tidak banyak dimanfaatkan.
D. Tinjau Hukum Islam terhadap Penerapan Wakalah Wali dalam Akad
Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone
Jika kita merujuk pada hukum Islam telah terdapat elemen-elemen hukum
yang berkenaan dengan adanya wali dalam akad nikah. Para fuqaha telah
bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang
memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh
orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad
perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumhur, dan menurut
mazhab Hanafi adalah mauqud (terkantung). Jika akad berlangsung dari seorang
laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah akadnya menurut
kesepakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari seseorang maka sah
dengan bentuk perwakilan.65
Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah walinya
(Bapaknya), apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali.
Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat
bertindak sebagai wali, hak kewaliannya berpindah keorang lain.
Wali ditunjuk berdasarkan skala priorotas secara tertib dimulai dari orang
yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam
65Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Darul Fikr, 2007), h. 177.
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Malik, Imam syafi’i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil
dari garis ayah, bukan dari garis ibu.66
Adapun tertib wali tersebut yaitu:
1. Bapaknya
2. Kakeknya (Bapak dari Bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya
5. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
6. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7. Anak laki-laki pamannya dari pihak Bapaknya
8. Hakim (Pemerintah)
Para ulama fiqh mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan
tersebut dilanggar tanpa alasan yang mendasar maka nikahnya tidak sah, dan wali
hakim berada pada urutan sesudah urutan wali nasab. Mengenai wewenang wali
hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa meomen-momen tertentu,
seperti terjadinya pertentangan diantara para wali, wali nasab tidak ada, baik
karena ghaib atau karena walinya enggan.
Dalam mengangkat wali hakim mesti diperhatian oleh sebab itu tidak
boleh menggunakan wali hakim apabia masih dijumpai wali nasabnya. Sultan atau
penguasa hanya bisa bertindak sebagai wali jika urutan wali yang paling berhak
66H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 90.
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tidak ada yang mau bersedia menjadi wali. Artinya jika wali nasab dari mempelai
perempuan masih ada maka terlebih dahulu harus menggunakan wali nasab itu
dan tidak boleh menggunakan wali ditingkat yang dibawahnya, jika wali nasab
yang ditingkat atas masih ada dan bersedia menajdi wali, namun jika dari urutan
wali itu tidak ada yang bersedia maka Sultan (wali hakim) baru bisa bertindak
sebagai wali.
Dalam Islam wali yang tidak cakap melakukan akad boleh mewakilkan
kepihak lain seperti dalam perkawinan, jika wali tidak mampu atau terhalang
maka Ia boleh mewakilkan hak walinya, dengan memperhatikan status wali,
karena dalam Islam ada urutan wali sudah jelas tertibnya.
Praktik wakalah wali dalam akad nikah yang diterapkan oleh masyarakat
Islam di Kecamatan Salomekko, yaitu mayoritas diserahkan ke wali hakim dan
hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat lain pada
umumnya.
Praktik wakalah wali dalam akad nikah yang diterapkan oleh masyarakat
Islam di Kecamatan Salomekko tidaklah menjadi masalah dalam hukum Islam,
hanya saja yang menjadi catatan peneliti bahwa mengenai tertib wali yang telah
ditetapkan dalam hukum Islam tidaklah diterapkan oleh masyarakat Islam di
Kecamatan Salomekko.
Terlepas dari pendapat lain yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam
akad nikah, dalam penelitian ini fokus kepada pendapat yang mesyaratkannya
sebagaimana Imam Syafi’i mengatakan bahwa suatu pernikahan baru dianggap
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sah apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat dulu. Bila tidak ada yang dekat,
baru dilihat urutannya secara tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak
ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali.
Penerapan wakalah wali dalam akad nikah di Kecamatan Salomekko
adalah kasus yang paling sering terjadi dan pada umumnya memang sering terjadi.
Dalam Islam perwakilan yang tidak sah tentu mengakibatkan tidak sahnya suatu
perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan, lagi-lagi
hal ini terlepas dari pendapat ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah.
Namun, selama semua rukun dan syarat akad wakalah terpenuhi, pewakilan nikah
semacam ini dianggap sah dan tidak menyalahi ketentuan.
Dari beberapa sumber refensi dan hasil wawancara terhadap masyarakat,
maka peneliti kembali menganalisa dan mengkaji apakah penerapan wakalah wali
dalam akad nikah masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko masih dalam
koridor yang dianjurkan atau lari dari hukum Islam. Dari penelitian terungkap
bahwa penerapan wakalah wali dalam akad nikah masyarakat Islam di Kecamatan
Salomekko masih sejalan dengan hukum Islam. Masyarakat sama sekali tidak
menghilangkan ataukah menghalangi beberapa syarat dalam pernikahan terkhusu
dibidang perwalian, hanya saja yang menjadi perhatian peneliti yaitu masyarakat






Berdasarkan pemasalahan wakalah wali dalam akad nikah yang telah
dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari suatu
permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan wakalah wali dalam akad nikah pada umumnya dipraktekkan
oleh masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko, para wali lebih memilih
menyerahkan hak walinya ke Pihak KUA dengan alasan tidak tau, takut
salah dan merasa tidak enak. Wakalah wali dalam akad nikah tampakanya
sudah menjadi kebiasaan yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat
setempat, sekalipun ada yang sebenarnya mampu menjadi wali namun tidak
diaplikasikan karena mereka hanya mengikuti kebiasaan tersebut, sehingga
jabatan wali yang cukup signifikan tidak dimanfaatkan secara maksimal
dalam akad nikah.
2. Mayoritas pemahaman masyarakat Islam terhadap wakalah wali dalam
akad nikah bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal
tersebut, melainkan pemahaman itu didasarkan pada praktek wakalah wali
yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi sebatas pemahaman
masyarakat dibolehkannya paraktik wakalah wali dalam akad nikah yaitu
jika wali (Bapak) dari mempelai perempuan tidak mampu menikahkan
anaknya maka langsung diwakilkan ke Pihak KUA. Masyarakat tidak
memahami akan adanya tertib wali yang telah ditetapkan dalam hukum
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Islam. Adapun Pemahaman masyarakat yang cukup menjadi perhatian
peneliti yaitu masyarakat beranggapan bahwa yang wajib menikankan
anaknya adalah Pihak KUA orang tua tugasnya hanya mendampingi.
3. Setelah peneliti mengkaji beberapa referensi hukum Islam tentang wakalah
wali dalam akan nikah, maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan
praktik wakalah wali dalam akad nikah masyarakat Islam di Kecamatan
Salomekko tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena masih dalam
koridor yang dianjurkan dan tidak lari dari hukum Islam. Dari penelitian
terungkap bahwa penerapan wakalah wali dalam akad nikah masyarakat
Islam di Kecamatan Salomekko masih sejalan dengan hukum Islam.
Masyarakat sama sekali tidak menghilangkan ataukah menghalangi
beberapa syarat dalam pernikahan terkhusu dibidang perwalian. Sekalipun
memang bukan menjadi sebuah masalah jika seorang wali mewakilkan hak
perwaliannya itu kepada orang lain namun yang menjadi perhatian peneliti
jangan sampai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya
mampu menjadi wali namun karena kebiasaan yang diterapkan masyarakat
lain sehingga urgensi kedudukan wali tidak banyak dimanfaatkan.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan
masukan berupa saran kepada seluruh masyarakat terkhusus  yang berada di
Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, dan masyarakat diluar daerah tersebut
yang mungkin melakukan praktek yang sama dalam hal wakalah wali dalam
akad nika, peneliti menyarankan:
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1. Saran kepada  para Tokoh Agama, agar bisa memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang adanya tertib wali yang bisa mereka praktekkan
dan mengingatkan kepada masyarakat agar mau menggunakan hak walinya
bagi yang memiliki kemampuan. Hal tersebut bisa dilakukan melalui
ceramah di Masjid seperti saat salat jum;at atauka melakukan penyuluhan
akan pentingnya posisi wali dalam akad nikah.
2. Saran kepada masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak
perwalian), agar mau menggunakan hak walinya terutama yang tidak
memiliki halangan apapun. Jika ketidakmampuan dalam melakukan akad
nikah dijadikan alasan melakukan wakalah wali dalam akad nikah maka
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Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:
Bagaimana persepsi masyarakat Islam tentang wakalah wali dalam akad
nikah di kecamatan Salomekko Kabupaten Bone
1. Bagaimana penerapan wakalah wali dalam akad nikah di Kecamatan
Salomekko Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone tentang wakalah wali dalam akad nikah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan wakalah wali dalam
akad nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone?
Daftar Pertanyaan:
Wawancara Tokoh Masyarakat dan Para Penghulu
1. Apakah Bapak mengetahui adanya wakalah wali dalam akad nikah?
2. Pihak mana saja yang biasanya melakukan wakalah wali dalam akad
nikah?
3. Bagaimana alasan pihak yang melakukan wakalah wali dalam akad
nikah?
4. Siapa sajakah yang biasa diberi amanah untuk menjadi wakil wali dalam
dalam akad nikah?
5. Untuk masyarakat Salomekko sendiri, apakah mayoritas wali nikah
mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan sendiri?
6. Kapankan pihak wali dibolehkan mewakilkan hak walinya dalam akad
nikah?
7. Jika pihak wali dalam hal ini ayah dari mempelai wanita terhalang
siapakan yang bisa menggantikannya?
8. Apakah faktor yang mendorong wali mewakilkan hak walinya dalam akad
nikah?
9. Bagaimana pendapat bapak selaku tokoh masyarakat/penghulu dalam
melihat fenomena wakalah wali dalam akad nikah?
Wawancara Masyarakat
1. Apakah bapak mengetahui tentang wakalah wali dalam akad nikah?
2. Bagaimana pendapat Bapak tentang wakalah wali akad nikah?
3. Jika pihak wali dalam hal ini ayah dari mempelai wanita terhalang
siapakan yang bisa menggantikannya?
4. Apakah alasan pihak wali mewakilkan hak walinya dalam akad nikah?
5. Bagaimana pendapat Bapak terhadap wakalah wali dalam akad nikah?
Wawancara Camat Salomekko
1. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Salomekko?
2. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat salomekko?
3. Bagaimana kondisi kegamaan masyarakat Salomekko?
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